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) Terkait Temuan BPK Soal LKPJ Gubernur Jatim

Sekdaprov Akui Ada Temuan
T apl Tldak Ada yang Krusial

Sekdaprov Jatim
Wahid Wahyudi

Pemproy, Bhirawa

Penjabat (Pj) Sekretaris
Daerah Provinsi (Sekdaprov)
Jatim, Wahid Wahyudi me-
nyebut tidak ada yang krusial
atas segala temuan BPK soal
laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) Provinsi Jatim
tahun anggaran 2021.

“Tidak ada yang krusial,
Alhamdulillah LKPJ ini telah
didukung dengan wajar tanpa
pengecualian (WTP) hasil
pemeriksaan BPK,” ujarnya
saat ditemui Bhirawa usai
Paripurna di DPRD Jatim,
kemarin, Selasa (7/6).

Meski demikian, Wahid
membenarkan bahwa ada
temuan-temuan dari- BPK.
Namun, ia tidak membeber-
kan apa saja temuan tersebut.
“Tentu hasil pemeriksaan
BPK itu ada temuan-temuan
dan kami sudah berkoordinasi
dengan semua OPD. Insya Al-
lah temuan-temuan itu akan
kami selesaikan dengan tepat
waktu,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, BPK RI telah

menyerahkan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) laporan
» ke halaman 11

# Sambungan hal 1
keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jatim

| tahun anggaran 2021. Laporan disampaikan kepada
| Gubernur dan DPRD Jatim pada rapat paripurna,
' Rabu (25/5) lalu.

LHP LKPD Pemprov Jatim tahun anggaran
2021 ini diserahkan langsung oleh Auditor Utama
Keuangan Negara V, Akhsanul Khaq kepada Ketua
DPRD Jatim, Kusnadi dan Gubernur Jatim, Khofifah

" Indar Parawansa.

Dalam LHP yang diserahkan BPK, LKPD Pem-
prov Jatim mendapat opini wajar tanpa pengecualian
(WTP). Opini tersebut pun mendapat apresiasi dari
seluruh anggota dewan. Kendati demikian, ada tiga
catatan penting yang menjadi evaluasi Pemprov Ja-
tim ke depannya. Permasalahan tersebut antara lai,
pertama, pendapatan hibah langsung tanpa melalui
rekening kas umum daerah (RKUD) yang belum
tercatat secara tertib. Kedua, pengelolaan belanja
hibah kepada masyarakat pada empat SKPD yang
tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan vo-
lume hasil pekerjaan dan ketiga kekurangan volume
atas pelaksanaan paket pekerj aan belanja tak terduga
pada dua SKPD.

Tidak hanya hal itu, BPK j Jjuga menemukan per-
masalahan signifikan terkait upaya Pemprov Jatim
dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang diang-
gapnya belum sepenuhnya memadai. Semua reko-
mendasi yang telah disampaikan menjadi-tanggung
Jawab Pemprov Jatim untuk segera diklarifikasi.

“Pejabat wajib menindak lanjuti hasil dari pe-
meriksaan dan rekomendasi BPK. Pejabat wajib
memberikan jawaban atau menjelaskan temuan dari
hasil pemeriksaan BPK,” kata Akhsanul Khaq

Ia mengatakan, jawaban dari Pemprov Jatim
dapat disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya
60 hari setelah LPH diserahkan. Berdasarkan data
rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 hingga saat
ini masih sebesar 69 persen dari total rekomendasi.

Dirinya berharap, catatan dari hasil pemeriksaan

tersebut tidak lantas menurunkan semangat kinerja
pemangku kebijakan. Namun dijadikan upaya dalam
memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan
pemermtahan serta penggunaan APBD Jatim ke
depan.” -
“Tindak lanjut untuk pemerintah daerah dari BPK,
khusus terhadap pemeriksaan kinerja dapat berperan -
serta terhadap perbalkan kondisi pembangunan dan
perekonomian daerah,” harapnya. [geh.wwn]
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